Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara:

Puji Rastika alias Puji A. Hasan binti Ahmad Hasan, NIK
7205076201830001, umur 41 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat
kediaman di XXXXX X, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXX, Sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7205072201830001, umur 41 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN BUOL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor
60/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 18 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan
pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 di rumah orang tua Penggugat
di KABUPATEN BUOL yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, XXXXXXXXX — XXXX
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/26/11/2005, tertanggal 28
Februari 2005;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di KABUPATEN BUOL selama 1 tahun, kemudian
pindah rumah bersama di xxxxx X, KABUPATEN BUOL sampai dengan
berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
mencapai 19 tahun, 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana
layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da
dukhul), dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing
diberi nama;

1. Ummi Mafiroh binti Rusman M Huja lahir tanggal 14

November 2005, diasuh oleh Penggugat;

2. Ira Fatmawati M. Huja binti Rusman M Huja lahir tanggal

17 Agustus 2009, diasuh oleh Penggugat;

3. Satriana Alsami M. Huja binti Rusman M Huja lahir tanggal

18 September 2014, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Tanggal 21 Juli tahun 2023 rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan
karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam
rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;

a. Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan

perempuan lain;

b. Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat;

C. Tergugat sering bermain judi dan mengonsumsi minuman

keras hingga mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal
28 Juli 2023 Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama ke rumah saudara Tergugat di Desa Balan Siku,
Kecamatan Sibatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan
Utara, dan saat ini Tergugat telah kembali ke rumah saudara Tergugat di
KABUPATEN BUOL dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah
melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;
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6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat

dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan

rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi
putusan sebagai berikut :
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT

terhadap Penggugat Puji Rastika alias Puji A. Hasan binti Ahmad

Hasan di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 18 Maret 2024 dan Nomor
60/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 25 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Sur
at:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor
7205076201830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXX XXXX,
tanggal 20 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai
cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,
Nomor 36/26/11/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, XXXXXXXXX XxXXX, tanggal 20
Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;
B.
Saksi
1.
SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXxX, bertempat tinggal di XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ayah kandung Penggugat;
Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2005;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BUOL, kemudian pindah
rumah bersama di xxxxx X, KABUPATEN BUOL sampai dengan

berpisah;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak;
Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan
perempuan lain, Tergugat sering menyakitimemukul badan
Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi dan mengonsumsi
minuman keras hingga mabuk;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli
2023 yang lalu, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama;
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat
dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan
kembali;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX, bertempat tinggal di XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXX XXxX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:
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Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Bibi Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sabh;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BUOL, kemudian pindah
rumah bersama di xxxxx X, KABUPATEN BUOL sampai dengan
berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah (melihat dan mendengar) langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan
perempuan lain, Tergugat sering menyakitimemukul badan
Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi dan mengonsumsi
minuman keras hingga mabuk;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli
2023 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama adalah Tergugat;
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Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat

dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
60/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 18 Maret 2024 dan Nomor
60/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 25 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat
(1) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro
Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit
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untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dan
menikah dengan perempuan lain, Tergugat sering menyakiti/memukul badan
Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi dan mengonsumsi minuman
keras hingga mabuk, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 yang akibatnya
antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah
berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
masalah Penggugat dan Tergugat;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI
2

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat
tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya yakni di
wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bgjo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat
dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (legitima standi
in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)
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R.Bg Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa saat ini antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan
Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan adanya
perselisihan terus-menerus yang dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan
menikah dengan perempuan lain, Tergugat sering menyakiti/memukul badan
Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi dan mengonsumsi minuman
keras hingga mabuk. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah
tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan
ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun
pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat
sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil
dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi
Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat,
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
menikah pada tanggal 10 Januari 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;

b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihnan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang disebabkan Tergugat
telah berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain, Tergugat sering
menyakiti/memukul badan Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi dan
mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;

C. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023
sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan
Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak
berhasil, begitu pula Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara
mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam vyaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai
suami isteri, kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran, ketiga, perselisihan
dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, keempat, tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan
mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta
hukum di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada
tanggal 10 Januari 2005 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama
telah terpenuhi, dimana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami
isteri yang sabh;

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan menikah
dengan perempuan lain, Tergugat sering menyakiti/memukul badan
Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi dan mengonsumsi minuman
keras hingga mabuk adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah
terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang dimaksud dengan ungkapan ‘“terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas
menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain
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karena Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain,
Tergugat sering menyakitimemukul badan Penggugat, dan Tergugat sering
bermain judi dan mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, perselisihan
tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan
Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 yang lalu, yang pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, meskipun pihak
keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan
pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara,
sementara Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat namun
Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan
menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa
ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin
telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim
dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat
Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dan jika Penggugat dan Tergugat
selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat
tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya
dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh
melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan
alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat;

Bahwa, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang
terdapat dalam Kitab Risalah Assyiqoq halaman 22 yang diambil oleh Hakim
sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

adlle uolall aslse sl lg>g ) a>g i)l axt, pas aisil slg
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Artinya: Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan
talak satu.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2)
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan
MENGADILI

1.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (Puji Rastika alias Puji A. Hasan binti Ahmad Hasan);

4,

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol oleh Baso Abbas
Mulyadi, S.H.l, sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.l., M.H.l., dan
Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Mansyur, S.Hl., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Nanda Trisna Putra, S.H.l., M.H.I.. Baso Abbas Mulyadi, S.H.l.
Hakim Anggota,
ttd
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Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.HI.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp60.000,00 Salinan sesuai dengan aslinya
2. Biaya Proses : Rp75.000,00 Panitera
3. Biaya : Rp510.000,00
Panggilan

4. Biaya Meterai : Rp10.000,00 Drs. Arifin
JUMLAH : Rp660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)
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